
SALINAN 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 30 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN UNTUK TAHUN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa kebijakan pemberian insentif perpajakan daerah di 
luar pengurangan keringanan, atau pembebasan pajak 
daerah dengan adanya kenaikan Nilai Jual Objek Pajak 
berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2019 
tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atas Objek Pajak 
Bangunan Berupa Rumah untuk Tahun Pajak 2019, telah 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; 

b. bahwa untuk menyikapi kondisi tanggap darurat bencana 
wabah Corona Virus Disease 2019 (COV1D-7 9) dan untuk terus 
mendorong wajib pajak orang -pribadi atau badan tetap 
membayar Pajak -Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan atas objek pajak bumi danThangunan untuk tahun 
pajak 2020, perlu memberikan insentif perpajakan daerah di 
Iuar pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak 
daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Pefkotaan untuk Tahun 2020; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota 
Negara Kesatuan Re_publik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambalian 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa 
Nomor 558) sebagaimana telah beberapa kah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Peru-bahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan -Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamba-han 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5950); 

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan 
Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
Nomor 3); 

6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 
16); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI 
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN UNTUK TAHUN 
2020. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 
selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi 
dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor 
perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan 
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 
pertambangan. 

2. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan 
perairan pedalaman serta laut wilayah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. 

3. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 
diletakkan sec ara tetap pada tanah dan/ atau perairan 
pedalaman dan/ atau laut. 

4. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP 
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli 
yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat 
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan 
harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan 
baru, atau NJOP pengganti. 

BAB II 

PENGENAAN PBB-P2 

Pasal 2 

(1) Pengenaan PBB-P2 untuk tahun 2020 menggunakan NJOP 
tahun 2019. 
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(2) Pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan secara otomatis melalui sistem kepada wajib pajak 
orang pribadi atau badan. 

BAB III 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 3 

Terhadap objek pajak berupa rumah yang telah mendapatkan 
pengenaan PBB-P2 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 41 
Tahun 2019 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atas 
Objek Pajak Bangunan Berupa Rumah untuk Tahun Pajak 2019 
sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, pengenaan PBB-P2 
untuk tahun 2020 tetap menggunakan ketetapan PBB-P2 tahun 
2018. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan 
berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 2 April 2020 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

ANIES BASWEDAN 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 3 April 2020 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

SAEFULLAH 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2020 NOMOR 71015 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

PROVINSI DAERAH KHU US IBUKOTA JAKARTA, 

• Y YAN YUHANAH 
,NrP 196508241994032003 • 
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